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Abstract

The budget allocation of the Bojonegoro Regency Government has increased over the past five years. This
rising budget, coupled with growing inherent risks, has compelled the local government to implement
effective internal controls. This study examines the implementation of the Government Internal Control
System (SPIP) in Bojonegoro Regency, demonstrating a strong commitment through continuous integrated
SPIP maturity assessments, supported by Surat Keputusan Bupati 188/665/KEP/412.013/2024. However,
the quality of internal controls, as reflected in the maturity assessment of the integrated SPIP
implementation, declined from 3.227 in 2022 to 3.205 in 2023. This decrease in maturity score was
observed in three components: objective setting, structure and processes, and achievement of objectives,
caused by misaligned performance indicators, weak asset control, and unreliable financial reporting.
Optimization strategies include enhancing human resource capacity, implementing information technology
through applications such as SI-PINTER and e-SAKIP, and conducting continuous oversight and
evaluation focused on national strategic programs. These efforts are expected to improve the quality of
local governance.

Keywords : Government Internal Control System (SPIP), Maturity Assessment of Integrated SPIP
Implementation, Factors Contributing to the Decline in SPIP Scores, and Efforts to Optimize SPIP Scores

Abstrak

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat melalui Alokasi
anggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir.
Meningkatnya anggaran diiukti dengan meningkatnya risiko inheren memaksa pemerintah daerah untuk
melaksanakan pengendalian internal dengan baik. Penelitian ini mengkaji implementasi SPIP di Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro, yang menunjukkan komitmen kuat melalui penilaian maturitas SPIP terintegrasi
secara berkelanjutan, didukung oleh Surat Keputusan Bupati Nomor 188/665/KEP/412.013/2024. Namun,
kualitas pengendalian internal yang tercermin dalam penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan penurunan
dari 3,227 pada tahun 2022 menjadi 3,205 pada tahun 2023. Penurunan nilai maturitas terjadi pada tiga
komponen: penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan, yang disebabkan oleh
ketidaksesuaian indikator kinerja, pengendalian aset yang lemah, dan pelaporan keuangan yang kurang
andal. Strategi optimalisasi meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi teknologi
informasi melalui aplikasi seperti SI-PINTER dan e-SAKIP, serta pengawasan dan evaluasi berkelanjutan
yang berfokus pada program strategis nasional. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata
kelola pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi, Faktor penurunan nilai SPIP, dan Upaya Optimalisasi nilai SPIP
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PENDAHULUAN

Pemerintah daerah diberikan wewenang yang sangat krusial bagi perkembangan wilayah
administrasinya. Hal tersebut berkaitan dengan salah satu fungsi pemerintah daerah selaku pelayan
publik yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran, keterntraman
serta keadilan di lingkungan masyarakat (Soares, Nurpratiwi, & Makmur, 2015). Untuk
mewujudkan tujuan tersebut, setiap pemerintah daerah menyusun visi serta misi daerah yang
kemudian dijabarkan melalui sasaran strategis pemerintah daerah dan didelegasikan kepada
organisasi perangkat daerah (OPD).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro telah merumuskan 22 sasaran strategis pada
tahun 2023 yang dilimpahkan kepada berbagai OPD antara lain Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat, 21 dinas, 6 badan, serta 28 kecamatan. Guna
mewujudkan sasaran strategis yang telah dipercayakan oleh Bupati, selaku pemimpin instansi
pemerintah, setiap OPD kemudian melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan
bidang yang diampu. Program dan kegiatan tersebut didukung dengan berbagai sumber daya yang
dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, termasuk anggaran pendapatan dan belanja
daerah (ABPD). Anggaran belanja pada APBD Kabupaten Bojonegoro memiliki tren kenaikan

selama lima tahun ke belakang dan dapat dilihat dalam diagram berikut.

ANGGARAN BELANJA DAERAH
(DALAM JUTA RUPIAH)

Anggaran Belanja Daerah (Dalam Juta Rupiah)
8.235.029
6.283.561 6.493.152 6.504.452

5.115.629

Gambar 1
Diagram Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro
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Program dan anggaran yang dimiliki masing-masing OPD tentunya memiliki risiko
inheren yang melekat dan dapat mengancam pencapaian tujuan pemerintah daerah. Untuk
mengantisipasi terjadinya dampak dari berbagai resiko tersebut, setiap OPD harus membangun
suatu sistem pengendalian internal untuk menjaga agar resiko tetap pada tingkat tertentu yang
dapat ditolerir (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2014).

Implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Guna
memastikan bahwa SPIP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diberikan wewenang untuk melaksanakan penilaian
maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP
terintegrasi pada tingkat pemerintah daerah dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan OPD
secara menyeluruh melalui mekanisme penilaian mandiri yang kemudian dilakukan penjaminan
kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) daerah. Penilaian maturitas
penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2023
dilaksanakan oleh Bupati Kabupaten Bojonegoro dengan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro
sebagai leading sektor-nya dan diimplementasikan melalui terbitnya Surat Keputusan Bupati
Bojonegoro Nomor: 188/2055/KEP/412.013/2023 Tentang Penetapan Tim Penilaian Mandiri dan
Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023.

Berdasarkan Pasal 3 Huruf ¢ Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, hasil penilaian mandiri
maupun penjaminan kualitas yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
kemudian dievaluasi oleh BPKP untuk menghasilkan nilai final maturitas penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah (SPIP) terintegrasi. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP
terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan dua kali, yakni pada tahun

2022 dan 2023 dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut.
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IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Tabel 1
Penurunan Nilai SPIP Terintegrasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023
Nilai
Komponen/ Unsur/ Subunsur 2022 2023
1. Penetapan Tujuan 1,400 1,400
a. Kualitas Sasaran Strategis 0,800 0,600
b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 0,600 0,800
2. Struktur dan Proses 0,822 0,845
a. Lingkungan Pengendalian 0,251 0,259
b. Penilaian Resiko 0,137 0,180
c. Kegiatan Pengendalian 0,227 0,204
d. Informasi dan Komunikasi 0,083 0,090
e. Pemantauan 0,126 0,109
3. Pencapaian Tujuan 1,005 0,960
a. Efektivitas dan Efisiensi pencapaian Tujuan
i) Capaian Outcome 0,135 0,210
ii) Capaian Output 0,135 0,120
b. Keandalan Pelaporan Keuangan 0,375 0,225
c. Pengamanan atas Aset 0,180 0,225
d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan 0,180 0,180
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (1+2+3) 3,227 3,205

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Berdasarkan Gambar 1 dan Tabel 1, diketahui bahwa tren kenaikan anggaran belanja

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama lima tahun terakhir tidak disertai dengan kenaikan nilai

maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi. Bahkan penilaian SPIP di Kabupaten Bojonegoro

baru mulai dilaksanakan pada 2022 yang berarti belum pernah dilakukan penilaian atas sistem

pengendalian internal pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan

SPIP terintegrasi pun menunjukkan adanya penurunan nilai yang semula sebesar 3,227 pada tahun

2022 menjadi 3,205 pada tahun 2023. Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 berada pada level 3, yang menunjukkan bahwa

pemerintah daerah telah mendefinisikan dan merancang strategi pencapaian kinerja dengan baik
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namun pelaksanaan pengendalian internal belum efektif. Penurunan nilai tersebut diindikasikan
berasal dari empat subunsur, yaitu pada kualitas sasaran strategis, kegiatan pengendalian, kegiatan
pemantauan, dan keandalan pelaporan keuangan.

Beberapa penelitian terdahulu telah menganalisis hubungan antara anggaran belanja,
kinerja pemerintah, dan kualitas pengendalian internal. Contohnya dalam penelitian Pujiono,
Sukarno, dan Puspitasari (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan
pengendalian intern terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah. Dalam penelitian
yang lain, Kricy dan Simbel (2021) juga menjelaskan bahwa terdapat pengaruh simultan dari SPIP
terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam pemerintah. Penerapan sistem
pengendalian internal, melalui kegiatan pengawasan dan evaluasi atas aktivitas operasional, juga
berpengaruh positif terhadap upaya pencegahan fraud dalam sebuah instansi (Azizah dan Erinos,
2022).

Di sisi lain, beberapa penelitian terdahulu juga telah menganalisis implementasi
pelaksanaan SPIP pada instansi pemerintah dan menemukan beberapa kekurangan dalam
implementasi tersebut. Seperti pada penelitian Indriani dan Siswantoro (2023) yang menjelaskan
bahwa pelaksanaan SPIP di instansi pemerintah masih memerlukan optimalisasi pada aspek
lingkungan pengendalian dan pemantauan pengendalian internal. Kelemahan pelaksanaan SPIP di
instansi pemerintah juga disebabkan oleh kompetensi SDM yang kurang memadai serta prosedur
evaluasi kinerja yang belum optimal (Farmanta, 2022).

Secara garis besar peneliti-peneliti terdahulu menunjukkan bahwa pengendalian intern
berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan keuangan, kinerja pemerintah, dan upaya
pencegahan fraud, namun masih membutuhkan optimalisasi dalam pelaksanaanya. Fenomena
yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa tren kenaikan anggaran
belanja tidak disertai dengan kenaikan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi. Maka
dari itu, Peneliti merasa perlu melakukan analisis mengenai kondisi dan faktor-faktor penyebab
terjadinya penurunan nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
pada tahun 2023 serta berusaha memberikan rekomendasi optimalisasi pencapaian nilai Maturitas

Penyelenggaraan SPIP pada tahun mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan

231



Prosiding Konferesi Riset Akuntansi Riau Vol 2. No.1 Tahun 2024

& ) PROSIDING
- KONFERENSIRISET AKUNTANSIRIAU |~/

https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/ ORI KT DI

KONRA RIAU

wawasan dan pengetahuan atas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di pemerintah
daerah secara umum serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

untuk mengoptimalkan sistem pengendalian internal di masa yang akan datang.

LITERATUR REVIEW DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Teori Agensi

Penelitian ini dilandaskan pada teori agensi (agency theory) yang menjelaskan mengenai
perilaku manusia dalam hubungan antara pemilik/entitas dengan agen terkait tujuan dan konflik
kepentingan di antara kedua pihak tersebut (Moloi et al, 2020). Konflik kepentingan dalam teori
agensi muncul ketika pemilik/entitas menuntut pekerjaan dengan lebih besar dari yang diusahakan
oleh agen (Scott, 2015).
Dalam kaitannya dengan pengendalian internal, teori agensi menjelaskan bahwa sistem
pengendalian internal dapat menjadi alat yang digunakan manajemen untuk meminimalkan
masalah keagenan (Djajadikerta, 2004). Lebih lanjut lagi menurut Sami et al (2011), pengendalian
internal yang berkualitas tinggi dapat berpengaruh pada tata kelola, kinerja, dan valuasi yang

semakin baik.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengertian sistem pengendalian internal berdasarkan Committee of Sponsoring
Organizations of The Treadway Commission (2013) adalah.
“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and
other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of

objectives relating to operations, reporting, and compliance”.

Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (2) adalah sistem pengendalian intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal
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pemerintah adalah suatu proses dan kegiatan berkesinambungan yang dilakukan oleh pimpinan
lembaga pemerintah untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan lembaga
pemerintah terkait tata kelola operasi, pelaporan, dan kepatuhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (2), SPIP terdiri
atas lima unsur, antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian,
informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Sedangkan, tujuan
dilaksanakannya SPIP pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah untuk memberikan
keyakinan memadai atas beberapa aspek antara lain efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, Penilaian atas
Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai
tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.

Mekanisme penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP mencakup tiga tahapan, yaitu
penilaian mandiri oleh manajemen K/L/D, penjaminan kualitas oleh APIP K/L/D, dan evaluasi
penilaian mandiri serta penjaminan kualitas olen BPKP. Periode penilaian atas maturitas
penyelenggaraan SPIP yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 adalah pada rentang waktu 1 Juli tahun

sebelumnya hingga 30 Juni tahun berjalan.
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METODE PENELITIAN
Desain Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam menyusun penelitian ini. Penelitian
kualitatif menurut Fiantika, et al. (2022) adalah penelitian yang digunakan untuk memahami dan
menafsirkan suatu peristiwa, tingkah subjek, maupun interaksi yang ada dalam penelitian. Lebih
lanjut dalam buku yang sama, Fiantika (2022) menjelaskan bahwa salah satu karakteristik
penelitian kualitatif adalah penggunaan pola pikir induktif, yaitu cara berpikir empiris-rasional
yang membangun suatu konsep dari sumber data lapangan.

Tipe pendekatan kualitatif yang dipilih Peneliti adalah studi kasus, yaitu suatu penelitian
yang digunakan untuk memahami latar belakang suatu persoalan secara mendalam, holistik dan
utuh, intensif, serta naturalistik (Harahap, 2020). Peneliti bermaksud untuk melakukan analisis
yang lebih mendalam mengenai penyebab terjadinya penurunan nilai maturitas penyelenggaraan
SPIP di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 sehingga dapat memberikan saran
optimalisasi nilai maturitas penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di tahun

berikutnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan informasi dan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Observasi
Peneliti melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung pada kegiatan
dan aktivitas yang ada dalam lapangan. Kegiatan observasi menghasilkan data primer
dengan bukti berupa dokumentasi.

2. Wawancara
Peneliti bermaksud untuk mendapatkan data primer melalui permintaan keterangan
dan wawancara semi-terstruktur kepada pihak-pihak yang terkait. Kegiatan
wawancara dilakukan secara tatap muka dengan bukti berupa rekaman video atau
suara. Teknik wawancara semi-terstruktur dilaksanakan dengan menggunakan

beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Peneliti namun tetap
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terbuka pada pertanyaan dan respon lanjutan yang dapat muncul ketika wawancara
dilaksanakan. Maksud penggunaan teknik wawancara semi-terstruktur adalah untuk
memberi ruang keleluasaan kepada Peneliti dan informan guna menggali informasi
secara lebih mendalam.
3. Studi Pustaka

Peneliti melakukan kajian atas literatur berupa buku, jurnal ilmiah, catatan penting
milik objek penelitian, dan peraturan terkait guna mendukung pemahaman teoritis
mengenai penelitian. Selain itu, Peneliti akan mengumpulkan data dan fakta dari

berbagai dokumen guna mendukung proses analisis tema penelitian.

Teknik Pengolahan Data

Data primer yang telah diperoleh melalui wawancara dan observasi akan dikombinasikan
dan/atau disandingkan dengan data sekunder guna menemukan gambaran atas kondisi serta kriteria
yang sebenarnya terjadi. Proses analisis data tersebut dimaksudkan untuk menemukan sebuah
kesimpulan penelitian yang selanjutnya digunakan untuk menjawab titik kritis pada rumusan
masalah penelitian. Kesimpulan penelitian diharapkan dapat mencapai tujuan dari penelitian ini,
yaitu menemukan dan menganalisis faktor-faktor penyebab penurunan nilai maturitas
penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta memberikan solusi optimalisasi
nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di masa yang akan

datang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SP1P) Kabupaten Bojonegoro

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah suatu proses dan kegiatan
berkesinambungan yang dilakukan oleh pimpinan lembaga pemerintah untuk memberikan
keyakinan memadai atas pencapaian tujuan lembaga pemerintah terkait tata kelola operasi,
pelaporan, dan kepatuhan. SPIP memiliki peran yang cukup krusial dalam tata kelola pemerintah

daerah yang sering kali digunakan untuk mengidentifikasi proses bisnis yang kurang efisien,
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mengelola tingkat risiko yang dapat diterima, dan memastikan kepatuhan pemerintah daerah
terhadap peraturan perundang-undangan.

Kesadaran atas pentingnya SPIP direspon secara positif oleh Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro. Hal tersebut dapat dilihat pada komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk
selalu melakukan perbaikan dan pemantauan atas sistem pengendalian internalnya. Upaya
perbaikan dan pemantauan tersebut diimplementasikan melalui penilaian maturitas
penyelanggaraan SPIP terintegrasi yang dilakukan secara terus-menerus. Pemantauan tersebut
juga mendapatkan dukungan dari semua lini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, mulai dari tingkat
pimpinan daerah hingga organisasi perangkat daerah. Dukungan dan komitmen tersebut
diejawantahkan dalam penerbitan surat keputusan yang mengatur mengenai tim pelaksana
penilaian penilaian maturitas penyelanggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro. Surat keputusan terakhir yang diterbitkan adalah Surat Keputusan Bupati
Bojonegoro Nomor 188/665/KEP/412.013/2024 Tentang Penetapan Tim Penilaian Mandiri dan
Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Surat
keputusan tersebut menjadi dasar pelaksanaan penilaian SPIP dengan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) sebagai leading sector-nya.

Saat ini, nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro tahun 2023 berada pada level 3 dengan skor 3,205. Level 3 pada maturitas
penyelenggaraan SPIP terintegrasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah
berhasil merumuskan kinerjanya dengan jelas beserta dengan perumusan strategi pencapaian yang
telah sesuai dan saling terintegrasi. Akan tetapi, pada level tersebut masih dimungkinkan adanya
kekuranganan yang secara garis besar disebabkan oleh pelaksanaan pengendalian belum berjalan

secara efektif.
Penurunan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di Kabupaten Bojonegoro

berada dalam tiga komponen penilaian dengan rincian sebagai berikut.
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1. Penetapan Tujuan

Penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di Kabupaten
Bojonegoro pada komponen penetapan tujuan terjadi pada subunsur kualitas sasaran
strategis dengan nilai 0,800 di tahun 2022 menjadi 0,600 di tahun 2023. Penurunan
nilai tersebut disebabkan oleh beberapa kelemahan. Dimulai dari level perangkat
daerah, penetapan target serta indikator kinerja pada organisasi perangkat daerah
(OPD) di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya tepat dan
mempertimbangkan target kinerja pada level di atasnya. Hal tersebut mengakibatkan
sasaran strategis perangkat daerah/ OPD yang tidak terkait dengan sasaran strategis
pada pemerintah daerah sehingga terjadi kesulitan dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Dampak selanjutnya yang dapat terjadi adalah tata kelola pemerintahan tidak berjalan
sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Jika indikator kinerja dan
target kinerja yang telah disusun oleh OPD tidak selaras dengan target pada indikator
rencana strategis dan rencana pembangunan daerah, maka risiko kegagalan
pemenuhan sasaran serta tujuan yang ditetapkan akan semakin meningkat.

Selain itu, sasaran program dan sasaran kegiatan yang dirumuskan oleh OPD
pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih belum berorientasi hasil
sehingga kualitas sasaran OPD masih dalam level output. Sasaran yang berorientasi
hasil merupakan salah satu aspek penting guna memastikan bahwa tata kelola
pemerintah berjalan secara efektif dan efisien. Dengan memiliki sasaran yang
berorientasi hasil, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa tata kelola mengarah
pada pencapaian hasil yang terukur dan berdayaguna. Akan tetapi, masih terdapat
sasaran program/kegiatan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro yang masih merumuskan target kinerja yang berorientasi output. Target
kinerja yang berorientasi output berarti memfokuskan kinerja hanya pada jumlah atau
kuantitas jasa layanan yang dihasilkan. Orientasi output dapat menyebabkan OPD di
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk terlalu fokus pada unsur administratif dan

keterlaksanaan proses dibandingkan pada hasil yang ditargetkan oleh level diatasnya.
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Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan proses dalam memastikan orientasi hasil
dari sasaran program dan kegiatan OPD dan akan menyebabkan kelemahan dalam
penetapan sasaran.

Kelemahan yang terdapat pada level perangkat daerah tentunya berpengaruh
pada kualitas penetapan tujuan pada level di atasnya, yaitu pada tingkat pemerintah
daerah. Kegagalan penetapan target, indikator, dan sasaran dari level perangkat daerah
dapat meningkatkan risiko kegagalan sasaran dan target pada tingkat pemerintah
daerah. Jika hal tersebut terjadi, maka sasaran strategis Kabupaten Bojonegoro tidak
dapat mendukung perencanaan jangka menengah daerah yang tertuang dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara penuh.
RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arah pembangunan daerah
di masa yang akan datang. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan
indikator kinerja sasaran strategis dan target kinerja di Kabupaten Bojonegoro belum
sepenuhnya memperhatikan perencanaan jangka menengah daerah pada RPJMD. Hal
tersebut mengakibatkan meningkatnya risiko kegagalan tercapainya rencana

pembangunan jangka menengah di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

2. Struktur dan Proses

Penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di Kabupaten
Bojonegoro pada komponen struktur dan proses terjadi pada subunsur kegiatan
pengendalian (semula 0,227 pada tahun 2022 menjadi 0,204 pada tahun 2023) Hal
tersebut disebabkan karena masih ditemukan adanya kelemahan pada parameter-
parameter penilaian subunsur tersebut. Salah satu parameter yang mengalami
kelemahan adalah pengendalian fisik atas aset yang digunakan untuk menilai tingkat
kualitas dan efektifitas serta efisiensi dari tata kelola aset daerah. Akan tetapi, hasil
penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan atas pengendalian fisik aset
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut dapat dilihat pada

sistem pencatatan aset yang masih mengalami kekurangan sehingga catatan atas aset
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daerah tidak akurat. Hal tersebut mengindikasikan tidak adanya prosedur pencatatan
aset yang jelas sehingga terjadi kelemahan dalam pengendalian fisik atas aset.

Parameter lain dalam subunsur pengendalian yang mengalami kelemahan adalah
parameter penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja. Indikator dan ukuran
kinerja merupakan alat untuk menilai suatu tingkat keberhasilan program/kegiatan
hingga pada level sasaran strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan
dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja di Kabupaten Bojonegoro masih belum
efektif. Hal tersebut dapat dilihat pada analisis penurunan nilai SPIP pada komponen
penetapan  tujuan, dimana masih  ditemukan ketidakselarasan  antara
target/indikator/sasaran di level perangkat daerah dengan level diatasnya. Kemudian
ditemukan lagi adanya penetapan target kinerja yang belum berorientasi pada hasil.
Hal-hal tersebut meningkatkan risiko kegagalan dalam pemenuhan target kinerja dan
rancangan arah pembangunan Kabupaten Bojonegoro pada jangka waktu pendek,
menengah, maupun panjang. Selain itu, parameter dokumentasi atas SPI dan transaksi
atau kejadian penting dalam subunsur pengendalian di Kabupaten Bojonegoro juga
mengalami kelemahan. Dokumentasi yang akurat dan lengkap atas SPI dan transaksi
atau kejadian penting digunakan guna memastikan bahwa kegiatan pemerintahan
berjalan secara transparan dan akuntabel. Namun, penerapan tata kelola dokumentasi
atas SPI, transaksi, dan kejadian penting di Kabupaten Bojonegoro masih belum
efektif. Kelemmahan tersebut disebabkan oleh proses pencatatan yang kurang akurat
sehingga terdapat kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas tata
kelola pemerintahan.

Di sisi lain, penurunan nilai maturitas penyelenggaraaan SPIP terintegrasi
Kabupaten Bojonegoro pada komponen struktur dan proses juga berada pada kegiatan
pemantauan (semula 0,126 pada tahun 2022 menjadi 0,109 pada tahun 2023). Salah
satu parameter pada subunsur pemantauan adalah parameter pemantauan
berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan memegang peranan penting dalam tata

kelola suatu pemerintah daerah karena digunakan untuk mengidentifikasi masalah
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yang ada dalam lingkup organisasi sehingga program atau kegiatan dapat dilaksanakan
sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 44 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, kegiatan pemantauan berkelanjutan dilaksanakan melalui berbagai
macam cara, antara lain adanya suprvisi, tata kelola yang bersifat rutin, serta
pembandingan dan rekonsiliasi. Akan tetapi, penerapan kegiatan pemantauan
berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro masih belum efektif dan menunjukkan bahwa
evaluasi berkala atas pengendalian intern pada Kabupaten Bojonegoro masih belum
dilaksanakan secara konsisten dan maksimal oleh para pemangku kepentingan.
Parameter evaluasi terpisah juga merupakan parameter menurun Yyang
menunjukkan bahwa evaluasi terpisah di Kabupaten Bojonegoro masih belum efektif.
Kelemahan dalam evaluasi terpisah berkaitan dengan frekuensi dan cakupan evaluasi
yang tidak memadai. Evaluasi terpisah seharusnya dilakukan secara berkala untuk
menilai efektivitas pengendalian intern di seluruh unit kerja. Namun, evaluasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sering kali hanya bersifat reaktif,
artinya baru dilaksanakan ketika terdapat permohonan dari pihak-pihak yang
berkepentingan. Kondisi reaktif tersebut tidak terlepas pada kondisi Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro yang mengalami keterbatasan jumlah auditor internal di
Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. Dengan jumlah auditor yang terbatas, tidak semua
OPD dapat dievaluasi secara menyeluruh dalam satu periode penilaian dan juga

menghambat proses monitoring tindak lanjut atas rekomendasi.

3. Pencapaian Tujuan
Penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di Kabupaten
Bojonegoro pada komponen pencapaian tujuan terjadi pada subunsur keandalan
pelaporan keuangan dengan nilai 0,375 pada tahun 2022 menjadi 0,225 pada tahun
2023. Hal tersebut disebabkan karena terjadinya penurunan terhadap capaian outcome

dan output dari target kinerja program serta kegiatan Pemerintah Kabupaten
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Bojonegoro. Target kinerja yang tidak tercapai menjadi salah satu indikasi bahwa
sistem pengendalian intern dan kualitas pelaksanaan program yang belum cukup
matang dalam mendorong tercapainya kinerja organisasi. Penurunan capaian kinerja
juga disebabkan oleh kelemahan dalam proses penetapan tujuan dimana perumusan
target dan indikator kinerja di tingkat perangkat daerah masih belum sesuai dengan
tujuan pemerintah daerah sehingga mengakibatkan meningkatnya risiko kegagalan
pencapaian tujuan. Hal ini juga dapat disebabkan oleh proses perencanaan
program/kegiatan yang kurang tepat sehingga target kinerja kurang realistis dan
realisasi kegiatan tidak mendukung target pada level di atasnya.

Penurunan nilai pada komponen ini juga disebabkan oleh adanya temuan
berulang dalam LHP Audit BPK dalam 5 tahun terakhir. Hasil penilaian maturitas
penyelenggaraan SPIP terintegrasi Kabupaten Bojonegoro menunjukkan masih
ditemukannya kelemahan sistem pengendalian intern, seperti adanya bentuk
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui temuan ketaatan
BPK dan keamanan serta pengelolaan aset yang kurang memadai. Hal ini diperparah
dengan masih ditemukannya keterlambatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK.
Berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun
2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, tindak lanjut hasil temuan BPK wajib
disampaikan paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Akan
tetapi, pada praktiknya masih ditemukan rekomendasi tahun-tahun sebelumnya yang
masih belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Temuan
berulang dan keterlambatan tindak lanjut BPK dapat mengindikasikan rendahnya
tingkat pemantauan dan monitoring di Kabupaten Bojonegoro serta adanya akar

masalah yang belum teridentifikasi pada tata kelola Pemerintah Daerah.
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Strategi Optimalisasi Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Sistem pengendalian internal disadari oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadi
suatu komponen penting dalam memastikan kualitas tata kelola pemerintah daerah. Berdasarkan
hasil penelitian, implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro berada pada level 3 yang berarti bahwa perumusan kinerja daerah yang
sudah sesuai namun belum diimbangi sistem pengendalian yang efektif. Oleh karena itu,
optimalisasi sistem pengendalian internal sangat diperlukan untuk semakin menjamin adanya tata
kelola pemerintahan yang semakin berkualitas. Upaya-upaya optimalisasi nilai maturitas
penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan pada
beberapa aspek sebagai berikut
1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Salah satu faktor terjadinya penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP
terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah pada kapasitas sumber daya
manusia yang dimiliki terutama aparatur pengawas intern pemerintah (APIP) yang
memegang peranan penting dalam sistem pengendalian internal daerah. Kapasitas
sumber daya manusia ini menyangkut baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.
Maka dari itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan suatu aspek
yang perlu ditingkatkan untuk menjaga atau bahkan mendongkrak level SPIP
Kabupaten Bojonegoro pada masa yang akan datang. Strategi yang dipilih oleh
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya pada Inspektorat, adalah peningkatan
kapasitas SDM yang mencakup penambahan jumlah APIP, pelatihan dan
pengembangan kompetensi, serta optimalisasi pengelolaan aparatur.
Pertama, pengembangan kuantitas APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro merupakan upaya peningkatan cakupan serta frekuensi pengawasan yang
dapat dilaksanakan pada satu periode tertentu. Berdasarkan Surat Rekomendasi Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: S-258/K/JF/2021 Tentang
Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, total

kebutuhan jabatan fungsional auditor (JFA) di Kabupaten Bojonegoro adalah sejumlah
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67 orang. Sedangkan jumlah JFA yang ada di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro
hingga 31 Desember 2024 hanya sejumlah 31 pegawai atau 46,27 persen, sehingga
masih terdapat selisih jumlah APIP yang perlu dipenuhi. Untuk merespon kondisi
tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara resmi telah membuka penerimaan
CPNS auditor sejumlah 20 formasi melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 810/3095/412.301/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang
penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor:
810/60/412.301/2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, terhitung
mulai tanggal 2 Mei 2025 para CPNS secara resmi telah diangkat. Penambahan
kuantitas APIP tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam
meningkatkan cakupan serta frekuensi pengawasan dan pemantauan.

Kedua, strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia tidak hanya
berfokus pada peningkatan jumlah SDM saja, tetapi juga pada segi kualitas APIP yang
meliputi kemampuan teknis dan profesionalisme. Salah satu strategi utama dalam
pengembangan kualitas APIP adalah pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis yang
berbasis risiko. Sebagai contoh, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro selalu
menginformasikan, mendukung, dan memfasilitasi pengembangan kompetensi bagi
APIP. Setiap tahun, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro secara konsisten menugaskan
pegawainya untuk mengikuti berbagai program pelatihan dan pengembangan yang
berkaitan dengan manajemen risiko, pengendalian internal, serta tata kelola
pemerintahan yang baik. Dengan demikian diharapkan APIP di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat memiliki kompetensi dasar serta
profesionalisme sehingga pengawasan berjalan konsisten guna menghasilkan
rekomendasi serta saran yang relevan dan membangun.

Pengembangan sumber daya manusia APIP di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro merupakan upaya yang mencakup peningkatan kuantitas dan

kualitas secara terpadu. Penambahan jumlah APIP melalui rekrutmen CPNS auditor
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dan peningkatan kualitas melalui pelaksanaan pelatihan serta bimbingan teknis
diharapkan mampu meningkatkan kompetensi APIP guna menjalankan fungsi
pengawasan secara optimal dan berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola yang

efisien melalui pengabdiannya.

2. Implementasi Teknologi Informasi

Berbagai faktor penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi
Pemerintah di Kabupaten Bojonegoro membutuhkan upaya perbaikan dan evaluasi
yang efektif supaya peningkatan nilai SPIP dapat segera dicapai. Selain itu, Pemerintah
Kabupaten juga perlu memastikan perbaikan SPIP yang dilakukan memiliki
transparansi, konsistensi, dan kredibilitas. Untuk merealisasikan hal tersebut,
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membutuhkan inovasi pada sistem pengendalian
internal dan dapat diwujudkan dengan bantuan teknologi informasi. Kebutuhan
tersebut disadari oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan diimplementasikan
melalui peluncuran berbagai aplikasi internal yang dikelola oleh masing-masing
organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu.

Sebagai contohnya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melalui Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai pengampu, meluncurkan aplikasi Sl-
KEPO dan SI-MANTAP. Aplikasi sistem kepegawaian dirancang untuk memudahkan
para pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam
memantau tingkat integritas, kompetensi, dan kepatuhan pegawai. Selain itu, aplikasi
tersebut dapat dimanfaatkan dalam proses pengendalian internal sebagai alat untuk
mengawasi dan mengevaluasi kinerja pegawai. Aplikasi SI-KEPO dirancang untuk
memantau tingkat kepatuhan pegawai melalui pemberian data real-time absensi yang
memudahkan evaluasi kinerja individu dan unit kerja. Sementara itu, Aplikasi SI-
MANTAP berfokus pada optimalisasi administrasi kepegawaian guna meminimalisir
kesalahan pengelolaan data dan meningkatkan efisiensi administrasi kepegawain.

Pemerintah  Kabupaten  Bojonegoro, melalui  Inspektorat, telah
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mengembangkan dan meluncurkan sebuah aplikasi bernama SI-PINTER sebagai
bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah
daerah. Aplikasi ini dapat memudahkan tugas APIP dalam mengidentifikasi dan
menganalisis risiko, yang merupakan komponen penting dalam sistem pengendalian
internal. Melalui SI-PINTER, proses pemetaan risiko dapat dilakukan secara lebih
terstruktur serta efisien, sehingga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan
yang berbasis manajemen risiko.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga meluncurkan aplikasi e-SAKIP yang
bertujuan untuk memungkinkan perangkat daerah untuk mengumpulkan dokumen
seperti rencana strategis, rencana kerja, indikator kinerja, dan laporan capaian secara
berkala dalam satu pintu. Data yang telah dikirimkan kemudian dimonitor dan
dievaluasi untuk memastikan keselarasan dengan tujuan pembangunan daerah. Dalam
konteks pengendalian internal, e-SAKIP mendukung transparansi dengan pengelolaan
terpusat dan memudahkan proses validitas data guna memungkinkan Inspektorat untuk
melakukan reviu dan tindak lanjut evaluasi.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga memanfaatkan aplikasi dari lembaga
atau kementerian pusat dalam proses penilaian SPIP, manajemen risiko, dan
kapabilitas APIP. Penggunaan aplikasi tersebut memungkinkan penilaian atas lima
unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian,
informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dengan pendekatan ini, Inspektorat
Kabupaten Bojonegoro dapat mengukur tingkat maturitas SPIP secara periodik dengan
tingkat standar yang terukur. Penerapan ini mencerminkan komitmen Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro untuk menyelaraskan sitem pengendalian internal dengan
standar nasional. Walaupun belum ada sinkronisasi data antar aplikasi internal maupun
antara aplikasi daerah dengan aplikasi pusat, implementasi teknologi informasi ini
telah menciptakan fondasi bagi upaya optimalisasi proses pengendalian internal di
Kabupaten Bojonegoro. Lebih jauh lagi, upaya ini diharapkan dapat menjaga level

maturitas SPIP atau bahkan meningkatkan nilai SPIP di masa yang akan datang.
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3. Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan

Upaya optimalisasi pada proses pengawasan dan evaluasi berkelanjutan
merupakan aspek yang sangat krusial dalam pemenuhan kualitas pengendalian internal
suatu organisasi. Kondisi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang
semakin meningkat dan tingkat kompelksitas program kegiatan yang semakin beragam
menjadi tantangan tersendiri bagi sistem pengendalian internal. Maka dari itu,
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu menyusun suatu strategi dan prioritas
pelaksanaan pengawasan dan evaluasi di lingkup tata kelolanya.

Pada penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi, Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan syarat penilaian yang
harus dipenuhi. Penilaian SPIP harus dilakukan terhadap 30 persen sasaran strategis
dari pemerintah daerah dan sekaligus mencakup minimal 60% dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Syarat minimal penilaian tersebut
memungkinkan APIP untuk melakukan penilaian yang mencakup aspek strategis dan
finansial sekaligus memberikan hasil yang representatif, efisien, dan berdampak
signifikan terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Maka dari itu, Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro perlu menyusun rencana pengawasan dan evaluasi yang dapat
memenuhi syarat minimal tersebut.

Salah satu cara yang dapat menjawab syarat tersebut adalah dengan
memfokuskan pengawasan pada program tematik strategis nasional, seperti contoh
pada program pengentasan kemiskinan dan program stunting. Pengalihan fokus
pengawasan pada program strategis nasional memungkinkan Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro untuk memastikan keselarasan kinerja pemerintah daerah dengan target
program pemerintah pusat. Penjaminan keselarasan kinerja antara pusat dan daerah
tersebut menjadi bentuk pengawasan dan pemastian tercapainya outcome dan output
pemerintah daerah yang menjadi salah satu aspek penilaian maturitas penyelenggaraan
SPIP terintegrasi.
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SIMPULAN

Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di Kabupaten Bojonegoro
menunjukkan adanya penurunan nilai yang semula sebesar 3,227 pada tahun 2022 menjadi 3,205
pada tahun 2023. Level 3 pada maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi menunjukkan bahwa
perumusan Kkinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah cukup jelas namun masih
memungkinkan adanya kekuranganan pada pelaksanaan pengendalian belum berjalan secara
efektif.

Penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di Kabupaten Bojonegoro
berada dalam tiga komponen penilaian, yaitu penetapan tujuan, struktur dan proses, serta
pencapaian tujuan. Secara garis besar faktor-faktor penyebab penurunan nilai maturitas
penyelenggaraan SPIP terintegrasi di Kabupaten Bojonegoro disebabkan oleh kelemahan dan
ketidakselarasan penyusunan target internal pemerintah daerah, kegiatan pengendalian dan
evaluasi terpisah yang kurang matang, sistem pencatatan aset daerah yang belum optimal, adanya
penurunan pada pencapaian target outcome dan output pemerintah daerah, serta adanya temuan
berulang dari pemeriksaan BPK. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro dapat melakukan upaya optimalisasi sistem pengendalian internal guna menjamin
adanya tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas pada beberapa aspek, antara lain
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi dan sinkronisasi teknologi informasi
di lingkungan pemerintah daerah, dan penyusunan program pengawasan yang berbasis risiko dan

mempertimbangkan program strategis nasional.
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